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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN DAERAH  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR       TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011  

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan pembangunan daerah perlu dukungan 

pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya 

pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa  Umum; 

   b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun 

dalam implementasinya terdapat beberapa jenis 

Retribusi Jasa Umum yang belum tercantum dalam 

Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya 

Perubahan Peratuan Daerah; 

   c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum. 

     

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 

43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2007 Nomor7); 

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Daerah Seri D Nomor 120 Tahun 

1987); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2011 Nomor 11). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 DAERAH   ISTIMEWA  YOGYAKARTA 

dan 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI JASA UMUM. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 11) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan  dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diubah, dan ketentuan dalam 

huruf c angka 3, angka 6 dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi setiap pelayanan 

kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Rumah Sakit Khusus Paru Respira, yang jenisnya meliputi: 

1. pelayanan rawat jalan; 

2. pelayanan rawat darurat/unit gawat darurat; 

3. pelayanan rawat inap sementara; 

4. pelayanan Intensive Care Respiratori Unit; 

5. pelayanan tindakan medik dan terapi; 

6. pelayanan penunjang medik; 

7. pelayanan rehabilitasi medik; 

8. pelayanan konsultasi khusus; 

9. pelayanan ambulance; dan 

10. pelayanan rawat inap. 

b. Balai Laboratorium Kesehatan, yang jenisnya meliputi: 

1. pelayanan pemeriksaan mikrobiologi; 

2. pelayanan pemeriksaan immunologi; 

3. pelayanan pemeriksaan toksiologi; 

4. pelayanan pemeriksaan kimia air; 

5. pelayanan pemeriksaan hematologi; 

6. pelayanan pemeriksaan kimia klinik; dan 

7. pelayanan strain/media/reagen dan pemantapan mutu 

ekseternal (PME). 
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c. Balai Pelatihan Kesehatan , yang jenisnya meliputi: 

1. pelayanan rawat jalan; 

2. pelayanan rawat inap/hari; 

3. dihapus; 

4. pelayanan tindak medik; 

5. pelayanan pemeriksaan laboratorium; 

6. dihapus; 

7. pelayanan konsultasi medik;dan 

8. dihapus. 

 

 

2. Ketentuan  dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 19 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

meliputi: 

a. jasa pelayanan pelatihan kesehatan masyarakat di Balai 

Pelatihan Kesehatan (BAPELKES); 

b. jasa latihan ketrampilan di Balai Latihan Kerja dan 

Pengembangan Produktivitas (BLKPP); 

c. jasa latihan pengukuran produktivitas di Balai Latihan Kerja 

dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP); 

d. jasa latihan dan pelayanan lingkungan kerja,kesehatan dan 

keselamatan kerja di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja; 

e. jasa pelayanan penelitian dan praktek kerja lapangan di Rumah 

Sakit Khusus Paru Respira; dan 

f. pelayanan penelitian dan praktek kerja lapangan. 

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah: 

a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 

b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; 

c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan 

BUMD; dan 

d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 
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3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan III diubah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

 pada tanggal   

        

GUBERNUR    

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

 

   HAMENGKU BUWONO X 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 

   

         SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

 

                  ICHSANURI 

 

 

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 

NOMOR  
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR        TAHUN  2013 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011  

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

I. UMUM 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 

28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan 

pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan 

perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan 

penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan 

dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan 

penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah 

untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor 

Retribusi Jasa Umum. 

Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan 

Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Umum harus 

diselaraskan  antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan 

besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Jasa Umum. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan  

pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Umum 

dan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011tentang 

Retribusi Jasa Umum dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 
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Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN  LEMBARAN  DAERAH  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA 

NOMOR 


